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IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DIBIDANG FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs.H. Abdurrahman, M.M.*, M. Aprian Jailani, S.A.P., M.A.P.2, Meisah?
Pembimbing utamat, Pembimbing?, Mahasiswa®
Program Studi Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik

ABSTRAK

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara barat adalah dinas yang
pertama kali menerima program Bantuan pangan non-tunai dari pusat,
itu adalah salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan di NTB,
Namun dalam terlaksananya program bantuan pangan non-tunai ini
tentu masih ada masalah seperti ketidaktepatan sasaran, jumlah dan
waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
implementasi BPNT (bantuan pangan non-tunai) dan alasan kenapa
belum sepenuhnya tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu salam
proses penyalurannya. Jenis penelitian ini saya gunakan pendekatan
Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini menujukan bahwa implementasi penyaluran
yang diberikan dinas sosial provinsi nusa tenggara barat sudah cukup
baik karena hal ini dapat dilihat dari daya tanggap dan empati dari
petugas dalam menyelesaikan permasalahan dilapangan yang dimana
permasalahan yang alami oleh petugas dapat berpengaruh pada KPM
keluarga penerima manfaat. Adapun masalah yang dinas sosial provinsi
nusa tenggara barat adalah ketidaktepatan sasaran. Upaya yang
dilakukan dinas sosial dalam proses penyaluran yaitu tidak sepenuhnya
melihat data nama sesuai dengan data SP2D (Surat Perintah cairan
dana) melainkan dengan turun langsung lapangan dan melihat kondisi
ekonomi di keluarga penerima manfaat dan mencocokan dengan data
SP2D (Surat Perintah cairan dana). Oleh karena itu dalam mengatasi
permasalahan ini maka perlu di lakukan dan pengecekan naik turunya
ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Impelementasi, Penyaluran, Pangan Non-Tunai.



IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION OF NON-CASH FOOD
ASSISTANCE IN THE FIELD OF THE POOR SOCIAL SERVICES OF
THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT

Drs.H. Abdurrahman, M.M.', M. Aprian Jailani, S. AP, M.A P, Meisah’
First Consultant', Second Consultant’, Student’
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences

ABSTRACT

The West Nusa Tenggara Provincial Social Service Office was the first to
receive the non-cash food assistance program from the center. It was one way to
reduce poverty in NTB amount and time. This research will examine how BPNT
(non-cash food assistance) is implemented and why it hasn't been fully targeted,
in the right amount, and on time during the distribution process. The researcher
employs a qualitative descriptive strategy in this type of study. Purposive
sampling is used in this study. Techniques for gathering data include
observation, interviews, and documentation.

The findings of this study show that the distribution offered by the social service
of the province of West Nusa Tenggara is well implemented. It can be
demonstrated in the officers' responsiveness and empathy in resolving problems
since their concerns can affect the KPM of recipient households. The inaccuracy
of targets is a problem in West Nusa Tenggara's social services province. The
social service's efforts in the distribution process were not solely based on
matching name data to SP2D data (Warrant for liquid funds), but also on going
directly to the field and assessing the economic conditions of recipient families
and comparing them to SP2D data (Warrants for liquid funds). As a result, it is
required to perform and monitor the ups and downs of the community's economy
to solve this problem.

Keywords: Community Satisfaction, Quality, Public Service, Social Service
of NTB Province
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan
Pangan Nontunai BPNT (bantuang pangan non tunai) sebagai program
transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat
administrasi. Seperti halnya program BPNT (bantuang pangan non tunai),
program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima
manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan
pangan. Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan
memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa
beras dan telur seperti pada program BPNT (bantuang pangan non tunai),
namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein
hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari
Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.
Program Sembako dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk juga wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur
nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, dengan

memberlakukan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah dengan



kendala akses tersebut. Bantuan program Sembako disalurkan melalui
sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku
produktif masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. Ke depannya,
program Sembako diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan program
bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.[Pedoman umum
program sembako 2020:ii]

BPNT (bantuang pangan non tunai) merupakan upaya pemerintah
untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni
melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM
(keluarga penerima manfaat). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM
(keluarga penerima manfaat) dengan menggunakan sistem perbankan, yang
kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan atau telur di e-
Warong, sehingga KPM (keluarga penerima manfaat). juga memperoleh gizi
yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan
perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial
pangan, maka program BPNT (bantuan pangan non-tunai) dikembangkan
menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang
semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain
itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga
tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT (bantuan
pangan non-tunai). Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan

akses KPM (keluarga penerima manfaat). terhadap bahan pokok dengan



kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis
Kemiski2nan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap
pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako
mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan
mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga
dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di
sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini
akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak
dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.

[Pedoman umum program sembako 2020:4]
Tabel 1.1

Data SP2D (Surat Perintah Cairan Dana)

NO KABUPATEN/ KOTA JUMLAH KPM
1 Kabupaten Lombok barat 66,996
2 Kabupaten Lombok tengah 94,373
3 Kabupaten Lombok timur 125,289
4 Kabupaten Lombok utara 37.018
5 Kota mataram 18,532
6 Kabupaten Sumbawa barat 9,816
7 Kabupaten Sumbawa 33,018
8 Kabupaten dompu 19,954
9 Kabupaten bima 38,157
10 | Kota bima 9,107
JUMLAH TOTAL 452,260

Sumber: Satu data NTB



Ada banyak masalah yang perlu diteliti dari bantuan sosial pangan Non-
tunai (BPNT) mulai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas hingga

masalah kecurangan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu:

1. Penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan,

Dalam youtube sasaran selaparang H. Ahasanul pada jum’at 7
agustus 2020 dirumah café selong, paparkan terkait permasalahan BPNT
(bantuan pangan non-tunai) dikabupaten Lombok timur//SSTV//Fokus
Lotim bahwa penyimpangan BPNT (bantuan pangan non-tunai) karena
ulah oknum yang ikut membantu seperti PKH (program keluarga harapan)
dan TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Kasus ini banyak
terjadi dilombok timur maka dari itu tindaklanjuti akan segera dilakukan
dengan mengumpulkan bukti dan dibawah keranah hukum.

2. Perbedaan Rencana dan Kenyataan

Dalam rencana UU no. 20 Tahun 2019 tentang BPNT (bantuan
pangan non-tunai) dalam pasal 2 ayat 1 bertujuan mengurangi beban
pengeluaran, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang,
memberikan lebih banyak pilihan serta proses implementasinya menjadi
tepat jumlah,tepat sasaran dan tepat waktu kepada keluarga penerima
manfaat (KPM). Sedangkan pada kenyataanya ada beberapa yang hanya
tepat jumlah,tepat sasaran dan tepat waktu serta memberikan bahan
pangan yang tidak seimbang pada keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan satu data NTB (Nusa Tenggara Barat) realasi keluarga

penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non-tunai (BPNT)



tahun 2020 diprovinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan desember
dengan total 543,788. Dengan demikian, harapan dari UU no. 20 Tahun
2019 tentang BPNT (bantuan pangan non-tunai) agar semua data nama-
nama Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima BPNT (bantuan
pangan non-tunai) menjadi tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu
terutama di provinsi Nusa Tenggara Barata. Jadi dari sini kita dapat
melakukan penelitian bagaimana analisis selanjutnya terkait permasalahan
ini.
3. Pengaduan

Dalam UU no. 20 Tahun 2019 tentang BPNT (bantuan pangan
non-tunai) pasal 57 bahwa Kelurga Penerima Manfaat Bantuan Pangan
Non-Tunai, Masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan
pengaduan terkait pelaksanaan program BPNT (bantuan pangan non-
tunai), masalah yang dapat diadu ialah pungli,penyelewengan, hingga
penyaluran yang salah sasaran. Adapun mekanisme alur pelayanan
pengaduan didinas sosial provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah
masyarakat atau pemohon dapat melaporkan secara lisan/telepon dan
tertulis kepada sekretariat pengaduan dan sekretaris, kepala bidang serta
kepala seksi melaporkan ke kepala dinas. Atau anda juga bisa

menghubungi layanan (0373) 625896.

4. Kompetisi (persaingan)



Adanya kompetisi (Persaingan) dari berbagai hal akan
menimbulkan masalah yang dapat diteliti. untuk membandingkan Proses
penyaluran program Bantuan Pangan Pemerintah BPNT (bantuan pangan
non-tunai) dengan proses penyaluran (Program Kelurga Harapan) PKH.
Contohnya, dalam penyaluran BPNT (bantuan pangan non-tunai)
diberikan uang sebesar 200.00 perbulam secara Non-tunai seperti sembako
beras,kacang,telur dan sayur sesuai keinginan KPM (keluarga penerima
manfaat). Sedangkan PKH ( program keluarga harapan) diberikan secara

tunai ada yang 3000.000-900.000 pertahun.

Maka dari itu penelitian yang saya lakukan ini untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat dalam menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) agar
tidak adanya gali lobang tutup lobang baik itu dari pihak pendamping, e-warong
bahkan pengawai kota/kabupaten. selain itu kita dapat mengetahui kualitas pangan

serta gizi yang diberikan pada masyarakat penerima manfaat.

Jika masalah ini tidak diteliti maka kecurangan,pungutan liar serta
kerugian dari masyarakat penerima manfaat semakin meningkat. Dengan
demikian pemerintah juga gagal dalam membuat masyarakat sejahtera serta

menuntaskan kemiskinan ekonomi diindonesia khusunya di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Implementasi Penyaluran Pangan Non Tunai Di

Bidang (PFM) Penanganan Fakir Miskin Studi Pada Dinas Sosial NTB”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana proses Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai Di Bidang (PFM) Penanganan

Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi (NTB) nusa Tenggara Barat.
2) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasararan, tepat
waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administasi
dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019

Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1) Untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai Di Bidang (PFM) Penanganan
Fakir Miskin Dinas Sosial (NTB) Provinsi nusa Tenggara Barat.
2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan
sasaran,jumlah dan waktu dalam proses implmentasi Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai



1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan dari hasil penelitian
yang dilakukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya
ilmiah dalam menganalisis permasalahan di lapangan tentang Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai

2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan
ataupun informasi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2019 Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai Dinas (NTB) Sosial Provinsi
nusa Tenggara Barat.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khasanah

ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian objek administrasi public
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan

yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan

benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Hal ini dapat diselesaikan

dengan mencari penelitian yang skupnya lebih luas. (Sugiyono, 2010:52)

Tabel. 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

implementasi program.

No | Penulis & Judul Hasil Perbedaan
Tahun
1. | lka  Surya | Implementasi Pelaksanaan Program | Dari penelitian
Kharismawa | Bantuan Pangan BPNT di kec.wonocolo | ini terdapat
ti, 2018. Non Tunai Kota Surabaya | perbedaan dalam
(BPNT) melalui menunjukkan jika ukuran | pelaksanaan
Ewarong di dan tujuan  kebijakan | program BPNT
Kelurahan belum tercapai dengan | di kota mataram
Sidosermo maksimal hal ini | terkait masalah
Kecamatan dikarenakan masalah | mesin EDC
Wonocolo mesin EDC yang
Surabaya. mengakibatkan  bantuan
(SURYA terhambat dalam
KHARISMAWAT | penyaluran tetapi
| & ROSDIANA, | Finansial, SDM dan dana
2018) yang tersedia mendukung
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No

Penulis &
Tahun

Judul

Hasil

Perbedaan

Risnandar
& Aditya
Wisnu
Brotu,
2018.

Implementasi Program
Bantuan Pangan Non
Tunai  (BPNT) di
Indonesia.  (Jenderal,
Fakir, Sosial, &
Indonesia, 2018)

Penyaluran program
BPNT melalui
ewarong sudah
cukup efektif dan
efisien serta
progresif dan sudah
potensial dalam
pemberdayaan KPM
secara  sustainable.
Tetapi masih perlu
perbaikan seperti
perlunya
pendampingan
secara intensif
berkelnajutan,
pemantapan  proses
bisnis secara
kompeherensif dan
pembangunan
jejaring kerja.

Dari
permasalahan
peneletian yang
belum tepat
sasaran,tepat
jumlah dan tepat
waktu. Dengan
demikian di nusa
tenggara  barat
juga masih
banyak yang
saya jumpai
sering tidak tepat
sasaran, tepat
jumlah, tepat
waktu, dan
menjadi  acuan
kita untuk
melakukan
penelitian,

Benny
Rachman,
Adang
Agustian,
Wahyudi,
2018.

Efektivitas dan
Perspektif pelaksanaan
Program Beras
Sejahtera (Rastra) dan
Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT).
(Rachman, Agustian, &
Wahyudi, 2018)

Ketidaktepatan data
sasaran program
Rastra/BPNT masih
terbilang tinggi
karena data yang
digunakan memiliki
sumber yang
berbeda.
Keefektifitasan
program BPNT dan
rastra harus segera
diselesaikan
permasalahan utama
dari  rastra vyaitu
sasaran belum tepat,

jumlah beras, rapel
beras dan kualitas
beras rendah
kemudian pada
program BPNT

Dari
ini
ketidaktepatan
data sasaran
program  rastra
BPNT masih
terbilang tinggi
untuk itu perlu
dilakukan
penelitian untuk
mengurangi
ketidaktepatan
penyaluran
BPNT di NTB

penelitian

10
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masalah  kesiapan
e-warong dan
jangkauan signal
sasaaraan dan

berkuaalitas beras.

4. | Tondhi Efektivitas program
Ramadhan, | BPNT terhadap
2018 peningkatan

kesehjahteraan
masyarakat kecamatan
Tampan Pekanbaru.

(Ramadhan, 2018)

Efektivitas program

BPNT di
Kec.Tampan
Pekanbaru dalam

variable efektivitas
secara keseluruhan
termasuk  kategori
baik, hal ini
dikarenakan

program BPNT
memiliki  pengaruh
yang signifikan
dalam meningkatkan
kesehjahteraan
masyarakat.

Dari penelitian
ini termasuk
kategori baik,
untuk itu
kesimpulan
bahwa perlu
dilakukian
penelitian agar
kita tahu kalao
NTB termasuk
kategori baik
dalam
penyaluran
bahan panggan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan panggan non tunai (BPNT) adalah bantuan berupa bahan

panggan yang diberikan secara non tunai oleh pemerintah kepada keluarga

penerima manfaat (KPM) seperti rumah tangga yang kekurangan ekonomi.

Dalam peraturan gubernur NTB No. 49 tahun 2017 tentang penerapan

tranksaksi non-tunai pada pasal 1 ayat 7 tranksaksi non-tunai adalah

pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain dengan

menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu

(APMK), Cek, biylet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
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2.2.2 Perbedaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga
Harapan

PKH merupakan salah satu program perlidungan sosial di indonesia
dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan
rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam data
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya
pemerintah dalam percepatan penaggulangan kemiskinan dan secara khusus
bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. [program keluarga
harapan 2021:9]

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk
bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik
yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada
KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan
untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga
memperoleh gizi yang lebih seimbang.[pedoman umum program sembako
2020:3]

PKH dan BPNT tentu sama-sama bertujuan memutus rantai kemiskinan
dan antargenerasi, itu salah satu cara pemerintah dalam percepatan

penanggulangan kemiskinan.
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2.2.3 Kriteria dan Persyaratan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pada saat disalurkan dilokasi tertentu, BPNT mempunyai Kkriteria
yaitu jaringan internet harus tersambung, dan syarat sebagai anggota KPM
(Keluarga Penerima Manfaat) yang tercantum dalam data PPKS yang
bersumber dari data terpadu kesejahteraan.

2.2.4 Mekanisme Penyaluran BPNT

Setelah mengetahui indentitas KPM (Kelurga penerima manfaat)
seperti nama,alamat,dan indentitasnya maka dilakukan tahapan mekanisme
penyaluran BPNT, Data KPM ditetapkan maka diserahkan kepihak bank
agar pihak bank dapat melakukan koordinasi dan persiapan e-warong
dengan cara memberitaukan secara tertulis kepada pemerintah daerah agar
pemerintah daerah dapat mengindentifikasi serta mempersiapkan
pedagang,agen,dan kelompok usaha. sebagaimana dalam Undang-Undang
No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT pasal 11 adalah:

1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening

Bank akan melakukan penyaluran setelah melakukan pencetakan

KKS kepada KPM setelah melakukan registrasi dan/atau pembukaan

rekening sebagaimana yang dimaksud pasal 13 harus diselesaikan

paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT
diterima oleh bank penyalur.

2) Edukasi dan sosiolisasi
Dalam melakukan edukasi dan sosiolisasi ditujukan langsung oleh

pemerintah daerah dengan tatap muka atau bisa juga dilakukan
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melalui media sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun
2019 tentang BPNT pasal 14 ayat 2 yaitu:
a. Elektronik;
b. Cetak;
c. Sosial; dan/atau
d. Dalam jaringan (online)
3) Penyaluran; dan
Pada proses penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dana di rekening direktorat kepada rekening e-wallet KPM BPNT
oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya dengan tetapan paling
lama 30 hari BPNT.
4) Pembelian Barang
Setelah pemberitahuan dari bank penyalur untuk menerima BPNT
Dalam proses pembelian barang ini tidak dapat diambil secara
tunai,melainkan untuk pembelian barang seperti sembako.
2.2.5 Mekanisme Penggantian KPM BPNT
Dalam mekanisme pergantian KPM yang menyapaikan agar
dinonaktifkan adalah bupati/wali, Pergantian KPM dapat berubah-ubah
maka dalam hal ini dapat dilakukan pergantian kpm karena sudah mampu
secara ekonomi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun
2019 tentang BPNT pasal 28 ayat 2 adalah:
a. Pindah alamat

b. Tidak ditemukan alamat

14
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c. Meningal dunia
d. Sudah mampu secara ekonomi
e. Menolak menerima bantuan
f.  Memiliki kepesertaan ganda;atau
g. Menjadi peserta migrant Indonesia sebelum melakukan aktivasi
KKS
2.2.6 Tenaga Pelaksanaan BPNT
Dalam melakukan penyaluran tentu ada tenaga pelaksanaan BPNT
yang mengatur dalam berjalanya suatu program BPNT Sebagaimana dalam
pasal 33 ialah:
1. Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
a) koordinator wilayah;
b) koordinator daerah kabupaten/kota;
¢) pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
2.2.7 Koordinasi pelaksanaan
Dalam proses penyaluran BPNT perlu dilakukan koordinasi,
koordinasi ini dilakukan oleh tim bantuan pangan seperti tim dari pusat
beserta pendamping sosial paad tiap kota/kabupaten tersebut. Berdasarkan
pasal 46 adalah:
Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf b bertugas melakukan
koordinasi  perencanan,anggaran,sosiolisasi,  pelaksanaan  distribusi,

pemantauan dan evaluasi, menerima dan menagani pengaduan  dari

15
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masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial
pusat.
2.2.8 Pembiayaan
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT pasal 55 adalah:
sumber pembiayaan bantuan sosial BPNT berasal dari anggaran pendapatan
belanja Negara sedangkan dalam Peraturan Gubernur NTB No.49 tahun
2017 pasal ayat 1 setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui system
tranksaksi non-tunai
2.2.9 Pengeloaan pengaduan
KPM BPNT dapat melakukan pengaduan kepada tim koordinasi
bantuan sosial pangan, baik pada tim bantuan pangan daerah
provinsi,apabila ada kesalahan tekhnis terkait pelaksanaan program BPNT.
Selain itu pengaduan juga dapat disampaikan melalui sitem pengelolaan
pemgaduan layanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online
rakyat.

2.2.10 Pemantuan dan evaluasi

Berberdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam
pasal 61 ayat 2 dalam UU No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT adalah:
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur
keberhasilan atau kegagalan BPNT sedangkan dalam peraturan gubernur
NTB No0.49 tahun 2017 pasal 9 ayat 2 tim melaporkan pelaksanaan

transaksi non-tunai kepada gubernur setiap tiga bulan sekali.
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2.3 Implementasi Kebijakan
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan
publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan publik juga sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh organisasi public untuk mengarahkan agar mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Tindakan-tindakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusankkeputusan menjadi
tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
2.3.2 Model-model Implementasi Kebijakan
Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung
secara efektif, maka saya memilih model implementasi Van Meter dan VVan Horn,
2yaitu:
1. Model Van Meter dan Van Horn
Teori ini beranjak dari suatu argument Van Meter dan Van Horn
[Solichin  Abdul Wahab 2019:164] bahwa perbedaan dalam proses
implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.
Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang
mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan

suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan Kkinerja
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(performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa

perubahan,control,dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting

dalam prosedur-prosedur imlpemenetasi.

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan

1

2

3

4

5

Kondisi sosio-Ekonomi dan teknologi dukungan publik
Dukungan Publik

Sikap-sikap yang dimiliki kelompok-kelompok
Dukungan dari pejabat atasan

Komitmen dan kemampuan

2.3.4 Alasan Memilih Salah Satu Model Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut saya dari variabel-variabel yang ada di teori Van Meter dan Van

Horn ini, mampu mempengaruhi proses kinerja implementasi kebijakan.

Kedua ahli ini juga menegaskan bahwa perubahan,kontrol dan kepatuhan

bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Ada

beberapa variabel-variabel bebas didalamnya yaitu:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi maka perlu kita tegaskan

standar/ukuran sasaran tertentu, ketika ukuran dan sasaran kebijakan

terlalu ideal maka susah untuk direalisasikan. Dengan demikian, para

pelaksana kebijakan harus mencapai sasaran karena itu sangat penting

dalam proses berhasil atau gagalnya kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan
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Dalam proses Implementasi kebijakan sangat tergantung pada
sumber daya yang tersedia, setiap kita melakukan tahap implementasi
pasti menunut adanya sumber daya manusia. Sumber daya kebijakan
ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi
suatu kebiakan.

. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instasi pelaksana

Terdapat dua organisasi dalam pusat perhatian agen pelaksana
ialah organisasi formal dan informal yang pastinya akan terlibat dalam
proses implementasi suatu kebijakan, dengan demikian karakteristik
yang tepat adalah memiliki cakupan yang luas,disiplin,demokratis,
serta persuatif.

Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi antaroganisasi merupakan hal yang penting dalam
proses implementasi kebijakan, jadi tidak heran pada saat saling
bertukar pikiran terdapat ketidakjelasan dan konsistensi dan
keseragaman pasa standar dan tujuan kebijakan, jika hal tersebut tidak
dilakukan maka sulit untuk bisa dicapai.

. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana merupakan
hal penting mengingat Kebijakan yang diimplementasikan bukanlah
hasil dari perundingan warga setempat yang mengenal dan merasakan
langsung suatu permasalan. Dengan demikian kebijakan publik harus

bersifat top down.
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6. Lingkungan Ekonomi,sosial dan politik
Yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi
kebijakan ialah harus mampu mengukur sejauh mana lingkungan
eksternal yang ikut mendorong keberhasilan dalam proses
implementasi kebijakan.

Variabel-variabel kebijakan yang bersangkut paut dengan tujuan-
tujuan yang telah di gariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat
perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta
kegiatan-kegiatan pelaksananya, mencakup antarhubungan didalam
lingkungan system politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.
[Solichin Abdul Wahab 2019:164]

2.3.5 Tahap-Tahap Dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung)

Output Kesediaan Dampak Dampak Perbaikan

kebijakan — kelompok — nyata — > output — > mendasar

badan-badan  sasaran output kebijakan  dalam

pelaksana mematuhi kebijakan sebagai undang-
output dipersepsi  undang
kebijakan

2.4 Definisi Konsep

Konsep adalah definisi dan istilah untuk menggambarkan secara

spesifik kejadian individu, atau kelompok agar menjadi pusat perhatian ilmu
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sosial. Konsep penelitian ini diharapkan untuk dapat menyederhanakan

pikiranya dengan cara menggunakan kejadian yang berkaitan.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dengan konsep yang akan diteliti,
maka dalam hal ini penulis mengemukakan konsep yang gunakan, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan, adalah ketika tindakan diambil untuk mengatasi
masalah publik. Pada tahap ini, rancangan proposal kebijakana
diberlakukan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh departemen dan
lembaga pemerintah masing-masing,bersama dengan organisasi lain

sesuai kebutuhan.

[public policy 2001:464] pembuatan kebijakan tidak berakhir
setelah kebijakan ditentukan atau di setujui. Seperti di nyatakan Anderson:

“’kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat’’

2. Bantuan sosial pangan pada awalnya program pengganti dari program beras
sejahtera (Rastra) yang menimbulkan permasalahan seperti tidak tepat
sasaran, berdasarkan satu data NTB tentang realasi keluarga penerima
manfaat program bantuan pangan non-tunai tahun 2020 yaitu:

a) Kota Mataram Bulan Desember 2020 (29,997)

b) Lombok Barat Bulan Desember 2020 (72,544)

¢) Lombok Tengah Bulan Desember 2020 (124,604)
d) Lombok Timur Bulan Desember 2020 (150,147)
e) Lombok Utara Bulan Desember 2020 (32,882)

f) Sumbawa Barat Bulan Desember 2020 (11,386)

g) Sumbawa Bulan Desember 2020 (34,312)
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h) Dompu Bulan Desember 2020 (23,227)
i) Bima Bulan Desember 2020 (52,692)
j) Kota Bima Bulan Desember 2020 (11,997)

Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis Efektivitas
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk berjalannya
Penyaluran Pangan Non Tunai di Bidang Penaganan Fakir Miskin (Studi
Kasus di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat) untuk
Pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tepat
Sasaran, b. Tepat Jumlah, c. Tepat Waktu.

2.4. Kerangka Penelitian

A

UU No.20 Tahun PERGUB NTB NO.49/2017
2019 tentaneg tentang PENERAPAN

IMPLEMENTASI

A 4

PERBUP LOBAR

VAN METER DAN 1 Pasal2 NO.23/2020
. Pasal 2 ayat,

VAN HORN
memberikan bahan tentang

pangan dengan MEKANISME
tepat sasaran, tepat PENYALURAN

y

A

N

waktu, tepat
jumlah, tepat
kualitas, tepat
harga, dan tepat

Standar/ukuran kebijakan
Sumber-sumber kebijakan

A 4

Ciri atau karakteristik L .
administrasi.
pelaksana
. 2. Pasal 57,

Komunikasi

. pengelolaan
antarorganisasi
Qilkan nara nelakcana pengaduan

A

Masalah-masalah Umum

1. Penyimpangan antara
pengalaman dan
kenyataan

2. Perbedaan rencana dan
kenyataan
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif,
dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang
nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai di Bidang
Penaganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara
Barat) Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk
menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya. Dalam penelitian ini
peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam
dan tujuanya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial.

Menurut Taylor dan Bogan dalam bukunya [Bagong Suyanto dan Sutinah
2005:166] Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian  yang
mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data
yang relevan di peroleh dari situasi yang alamiah.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan Bulan Desember 2021 di JL. Langko No.57, Dasan

Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
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3.3 Penentuan Informan/Narasumber

Penelitian kualitatif tidak bermaksud membuat generansi dari hasil penelitian
yang akan dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah ada dalam fokus
penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang
memberikan informasi penelitian dilakukan. Informan penelitian meliputi (1)
informan kunci (key informant),yaitu mereka yang mengetahui  berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan dan juga
mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan diteliti, contohnya kepala

bidang penaganan fakir miskin dan jajaran kebawahnya maksimal 5 (lima) orang

dan membahas terkait dengan indikator Tepat sasaran,tepat jumlah (2) informan
tambahan, ialah mereka yang dapat memberikan informasi tambahan walaupun
tidak ikut langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti seperti
keluarga penerima manfaat yang terlibat dalam bantuan pangan dan membutuhkan
5 (lima) orang informan tambahan dan membahas terkait dengan indicator tepat
waktu dan kepuasan keluarga penerima manfaat.
3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :
3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari data utama. Data primer yang
diambil langsung dari Dinas sosial provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi
objek penelitian vyaitu dengan teknik wawancara (interview) kepada pihak
Dinas Dinas sosial provinsi Nusa Tenggara Barat terkait apa saja yang diperoleh

penulis dalam menyelesaikan penelitian.
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3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan
mendukung data primer yang berupa dokumen apa saja, majalah, jurnal penelitian,
literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan
data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu:
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan
penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari informasi yang lengkap
dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:
1. Metode Intserview (Wawancara)

Yaitu pedoman teknik penulisan karya ilmiah dengan cara wawancara
mendalam untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dari
informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan.

Sebagai suatu proses komunikasi karena antara pewawancara dan
responden mensyaratkan adanya penggunaan simbol-simbol tertentu yang
saling dapat dimengerti kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya
aktivitas wawancara.[Bagong Suyanto dan Sutinah 2005:70]

Pewawancara ialah yang mewawancarai informan dia juga yang akan

megatur pada saat wawancara dilakukan sedangkan informan ialah orang yang
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akan kita wawancarai dan juga mengetahui segala informasi yang dibutuhkan
dalam melakukan penelitian.
. Metode Observasi

Adalah pedoman teknik penulisan karya ilmiah dengan cara mengamati
secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala
yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan
sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam
penelitian ini peneliti mengamati variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi
dan struktur birokrasi.
. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat mendukung data primer.
Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai
berikut: Pedoman dokumentasi merupakan alat kumpulan data melalui
dokumen-dokumen untuk memperoleh catatan-catatan atau dokumen yang ada
di lokasi peneliti atau sumber-sumber lain yang relevan dengan objek

penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data

kualitatif. teknik analisis kualitatif  dilakukan dengan pemgumpulan data,

pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses

penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan

setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah data
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selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan,peneliti dapat mengelola dan
menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh
tambahan data yang dianggapnya perlu dan mengolahnya kembali. [Bagong
Suyanto dan Sutinah 2005:172]

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data:
3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang
penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan
gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlu
3.6.2 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data
berikutnnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan Kkonsisten saat penelitian kembali ke lapangan
mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk buktikan apakah penelitian yang dilakukan
merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji
keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, credibility, transferability,
dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2016:170).

3.7.1 Credibilty
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Uji Credibilty (Kredibilitas) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
yang disajikan oleh penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya
ilmiah dilakukan.

3.7.2 Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal menunjukan derajat ketepatan
atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil
(Sugiyono, 2016:176)

3.7.3 Dependability

Pengujian Dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau
pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan
oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika
bagaimana peneliti mulai menentukan masalah terjun lapangan, memilih sumber
data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada
pembuatan laporan hasil pengamatan.

3.7.4 Confirmability

Objektivitas pengujian kualititatif disebut juga dengan uji confirmability
penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah
disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.
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